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PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR PK 0 1 /BPSDMP-2O2I
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

BIDANG PELAYARAN PADA PERGURUAN TINGGI, SEKOLAH,

BALAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a

b

bahwa untuk memberikan kemudahan dan memperluas
layanan dalam pendidikan serta pembelajaran elektronik
sesuai ketentuan SICIV 1978 amandemen 2010 part B,

Chapter I, Section BJ/6 guidance regarding training and
assessment, diperlukan pedoman dalam penyelenggaraan

pembelajaran jarak jauh bidang pelayaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia perhubungan

tentang Pedoman Penyelenggaraan pembelajaran Jarak
Jauh Bidang Pelayaran Pada perguruan Tinggi, Sekolah,
Balai dan Lembaga Pendidikan dan pelatihan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 1 Tahun 2O 12 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (t embaran
Negara Tahun 2O12 Nomor 1O4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 531O);

Mengingat 1.

2.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN,
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Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang

Pengesahan Intemational Conuentton On Standards Of

Training, Certification And Watchkeeping For Seafarers,

1978 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

Nomor 73);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2O15 tentang

Kementerial Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun

2Ol3 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta

Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2O13 Nomor 1089), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2Ol3 tentang

Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga

Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1870);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor l58O);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN

PET{YELENGGARAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH BIDANG

PELAYARAN PADA PERGURUAN TINGGI, SEKOLAH, BALAI

DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

4

5

6

Menetapkan:
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

l. Pembelajaran Jarak Jauh Bidang pelayaran yang

selanjutnya disingkat PJJ Bidang pelayaran adalah

pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik

dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber

belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi
pend id ika n / pembelajaran.

2. Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran selanjutnya disebut
Diklat Pelayaran adalah pendidikan pelayaran untuk
mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu
sesuai dengan jenjang dan jenis kompetensi yang

ditujukan untuk bekerja di bidang pelayaran.

3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan.

4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualilikasi

sebagai guru, dosen/asisten dosen, konselor, pamong

belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi

dalam menyelenggarakan pendidikan.

5. Peserta diklat adalah taruna dan/ atau siswa yang

terdaftar di lembaga diklat pelayaran yang berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan tertentu.

6. Pengelola PJJ Bidang Pelayaran adalah pegawai yang

diberikan tugas oleh pimpinan lembaga diklat pelayaran

untuk mengelola pelaksanaan PJJ Bidang Pelayaran yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan.

7. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber

Daya Manusia Perhubungan Laut.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Perhubungan.
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Pasal 2

(1) Ruang lingkup pedoman penyelenggaraan PJJ Bidang

Pelayaran dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a. standar kompetensi lulusan;

b. standar isi;

c. standar proses;

d. standar penilaian diklat;

e. standar pendidik dan tenaga kependidikan;

f. standar sarana dan prasarana;

g. standar pengelolaan; dan

h. standar pembiayaan.

(21 Pemenuhan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PJJ

Bidang Pelayaran serta pemberian surat persetujuan

pengesahan (Approuat) dari Pusat Pengembangan Sumber

Daya Manusia Perhubungan Laut.

Pasal 3

(1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai

pedoman dalam penyelenggaraan PJJ Bidang Pelayaran.

(21 Penyelenggaraan PJJ Bidang Pelayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberi arah

dan petunjuk kepada Perguruan Tinggi, Sekolah, Balai

dan lrmbaga Pendidikan dan Pelatihan dalam

penyelenggaraan PJJ Bidang Pelayaran.

BAB II

PEMENUHAN STANDAR DIKLAT PELAYARAN

Pasal 4

(l) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf a, merupakan kriteria minimal

tentang kualifikasi kemampuan lulusan;

l2l Kualifikasi kemampuan lulusan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian

pembelajaran lulusan masing-masing program diklat
pelayaral;
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(3) Program diklat pelayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 mengacu pada STCW 1978 beserta

amandemennya, IMO Model Course, dan peraturan

perundang-undangan Bidang Pelayaran.

Pasal 5

(1) Standar isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b,

merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan

keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian

pembelajaran untuk masing-masing diklat pelayaran.

(21 Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

kurikulum dan silabus yang mengacu kepada IMO Model

Course dan/atau peraturan yang telah ditetapkan.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan seperangkat rencana dan pengaturan

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu.

(41 Silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap

bahan kajian mata pelajaran.

Pasal 6

Standar proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c,

merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada program diklat pelayaran untuk

memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang meliputi:

a. karakteristik proses diklat;

b. perencanaan proses diklat;

c. pelaksanaan proses; dan

d. beban belajar.
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Pasal 7

Karakteristik proses diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 huruf a, terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif,

saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan

berpusat pada peserta diklat.

Pasal 8

(1) Perencanaan proses diklat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf b, disusun untuk setiap mata kuliah

dan/ atau materi diklat dan disajikan dalam bentuk

rencana pelaksanaan pembelajaran atau istilah lain.

(21 Perencanaan proses diklat sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) meliputi:

a. persyaratan peserta diklat;

b. registrasi;

c. seleksi calon peserta diklat;

d. penjadwalan diklat;

e. sosialisasi teknis pelaksanaan; dan

f. perencanaan pembelajaran yang meliputi

penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran, penyiapan media dan sumber belajar

serta perangkat penilaial pembelajaran.

(3) Persyaratan peserta diklat sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a antara lain:

a. sedang tidak bekerja diatas kapal; dan

b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 9

(l) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf c, memperhatikan kriteria sebagai berikut:

a. proses diklat diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta pelatihan untuk berpartisipasi aktit serta

memberi ruang yang cukup untuk berprakarsa,

kreatif sesuai dengan situasi dan kondisi peserta

diklat;



b. dalam memenuhi interaksi diklat berbasis PJJ Bidang

Pelayaran antara penyelenggara diklat, unit pengelola

PJJ Bidang Pelayaran, dosen/ instruktur/ asisten,

peserta diklat, dan sumber belajar minimal memuat

proses bisnis Learning Management System (LMS);

c. penggunaan bahan qiar dalam bentuk elektronik

dapat di unduh oleh setiap peserta, mudah dipahami,

bersifat interaktif, tidak mengandung unsur

plagiat/ duplikasi tanpa izin, konten pornografi,

bullging, berita palsu (hoax), radikalisme, dan ujaran

kebencian;

d. peserta diklat diwajibkan mempelajari materi

pembelajaran dari bahan ajar yang sudah disediakan

penyelenggara pada setiap materi;

e. kegiatan diklat diwajibkan menyelenggarakan

evaluasi dan assessmenl di akhir pelatihan dengan

menggunakan sistem penilaian online bersifat

realtime;

f. penyelenggara diklat wajib menjamin pelaksanaan

belajar mengajar terlaksana secara efektif dan efisien

yang dibuktikan dengan data dukung administrasi

pembelajaran serta rekaman pembelajaran dalam

bentuk visual dan/ atau audio;

g. proses diklat dilakukan dengan mengembangkan

potensi peserta diklat untuk memiliki kemampuan

kemandirian dalam melakukan kajian materi

pelajaran;

h. proses diklat diselenggarakan secara jarak jauh

menggunakan media daring didukung dengan

perangkat elektronik yang memuat fitur komunikasi

dalam bentuk forum, cha4 e-mail, blog, media sosial,

dan telekonferensi; dan

i. pembelajaran teori dan praktek.

-7-
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(2) pembelajaran elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dan huruf h adalah suatu metode

pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi

berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran yang dapat diakses oleh

peserta diklat yang diterapkan pada beberapa dan/ atau

keseluruhan mata mata pelajaran.

(3) Pembelajaran teori sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf i adalah kegiatan diklat dengan metode Dstance

l,earning dengan bimbingan oleh dosen/instruktur dalam

rangka mempelajari materi diklat untuk memperoleh

pengetahuan dan pemahaman dengan skema

pembelajaran yang diatur dan ditetapkan oleh

penyelenggara diklat dengan metode interaktif dan non

interaktif.

(4) Pembelajaran praktek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf i adalah kegiatan diklat dalam bentuk tatap

muka antara dosen/instruktur dengan peserta diklat yang

dilaksanakan pada bengkel, simulator laboratorium dan

studio, kecuali untuk mata pelajaran yang tidak

memerlukan fasilitas tersebut.

Pasal l0
Beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,

memperhatikan ketuntasan capaian pembelajaran program

diklat pelayaran dengan mengacu kepada peraturan yang

ditetapkan oleh penyelenggara diklat.

Pasal 11

Alur proses bisnis Learning Management System (LMS)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
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Pasal 12

(1) Standar penilaian diklat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf d, merupakan kriteria minimal tentang

penilaian proses dan hasil belajar peserta diklat dalam

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(21 penilaian proses dan hasil belqjar peserta diklat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tujuan penilaian;

b. prinsip penilaian;

c. bentuk penilaian;

d. mekanisme dan prosedur penilaian;

e. pelaksanaanpenilaian;

f. pelaporan penilaian; dan

g. kelulusan peserta diklat.

Pasal 13

Tujuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) huruf a, dipergunakan untuk memantau dan mengevaluasi

proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta

diklat secara berkesinambungan.

Pasal 15

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. menyediakan panduan yang jelas kepada peserta diklat

tentang tata cara pelaksanaan penilaian dan prosedur

penyampaian hasil pengujian;

b. memiliki daftar pertanyaan yang komprehensif untuk

dimuat dalam bank soal dan akan menilai kompetensi

peserta pelatihan secara memadai sesuai dengan tingkat

yang sedang diujikan;

Pasal 14

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) huruf b, mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif,

akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
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memiliki sistem pengaturan waktu dalam pelaks€ulaan

ujian berbasis online;

memiliki sarana dan prasarana yang handal dan aman

untuk digunakan sebagai penyelenggaraan proses

penilaian pada PJJ Bidang Pelayaran;

memiliki prosedur untuk memperbarui daftar pertanyaan

pada bank soal;

memiliki prosedur pengasawan terhadap pelaksanaan

pengujian;

memiliki prosedur yang aman untuk sistem pengujian

agar tidak terjadi kecurangan; dan

prosedur validasi yang aman untuk mencatat hasil sebagai

kepentingan penyelenggara diklat dan administrasi.

Pasal 16

Bentuk penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(2) huruf c, terdiri atas penugasan dan/ atau bentuk lain yang

diperlukan. Setiap pendidik wajib memberikan umpan balik

terhadap penilaian yang dilakukan.

Pasal 17

Mekanisme dan prosedur penilaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi

penilaian terhadap keaktifan/ kehadiran peserta selama proses

diklat berlangsung dan tingkat keberhasilan dalam pencapaian

pembelajaran peserta diklat.

Pasal l8
Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) huruf e, merupakan suatu kegiatan untuk menggali

informasi peserta diklat di dalam menguasai materi yang telah

dipelajarinya yang dilakukan sebelum proses pembelajaran,

saat proses pembelajaran, dan akhir proses pembelajaran.
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Pasal 19

Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) huruf f, dinyatakan dalam bentuk angka 0-lO0 atau

dalam bentuk penilaian lain sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 2O

Kelulusan peserta diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 ayaL (2) huruf g, dinyatakan lulus jika memenuhi minimal

nilai 7O untuk rentang penilaian O-100, atau minimal nilai

setara dengan bentuk penilaian lain sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 2l
Standar pendidik dan tenaga kependidikan

dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

a. standar pendidik; dan

b. standar tenaga kependidikan.

sebagaimana

Pasal22

(1) Standar pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) huruf a, merupakan kriteria minimal tentang

kualifikasi dan kompetensi pendidik untuk

menyelenggarakan PJJ Bidang Pelayaran dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan peserta diklat.

12\ Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kualilikasi akademik dan kompetensi

pendidik;

b. sehat jasmani dan rohani; dan

c. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan PJJ

Bidang Pelayaran dalam rangka pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan sesuai dengan STCW 1978

beserta amandemennya dan peraturan nasional.
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Pasal 23

(l) Standar tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2l ayat (1) huruf b, merupakan kriteria

minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga

kependidikan untuk menyelenggarakan PJJ Bidang

Pelayaran dalam rangka pemenuhan capaian

pembelaj aran lulusan peserta diklat.

(21 Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri atas:

a. pengelola;

b. penyelenggara;

c. teknisi;

d. pengelola sumber belajar; dan

e. pustakawan.

Pasal 24

Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 dan Pasal 23, harus memiliki sertifikat/ surat

keterangan telah mengikuti pelatihan yang berkaitan tentang

PJJ Bidang Pelayaran yang dikeluarkan oleh lembaga diklat

masing-masing dan/atau lembaga diklat yang memiliki

kewenangan melaksanakan pelatihan PJJ Bidang Pelayaran.

Pasal 25

(l) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf t merupakan kriteria minimal tentang

sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan

proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan sesuai dengan IMO Model Course

masing-masing program diklat pelayaran.

(21 Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

memperhatikan:

a. spesifikasi peralatan yang dibutuhkan oleh peserta

diklat;

b. perangkat lunak yang dibutuhkan;

c. pihak penyedia perangkat lunak yang dibutuhkan
peserta diklat;
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d. back-up sistem dan prosedur untuk malfungsi

peralatan dan sistem PJJ Bidang Pelayaran;

e. ketersediaan jaringan internet, lnrdutare, dan

sofiutare yang memadai untuk pelaksanaan PJJ

Bidang Pelayaran;

f. sistem dan prosedur cadangan untuk peralatan dan

kegagalan sistem;

g. sistem penyampaian rinci untuk aplikasi diklat

berbasis interneU

h. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

terkait teknologi informasi dan komunikasi;

i. tugas dan tanggung jawab dari dosen/ instruktur

serta tueb mastea

j. rasio terkait jumlah perangkat PJJ Bidang Pelayaran;

dan

k. pedoman untuk monitoring peserta diklat.

Pasal 26

(1) Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf g, merupakan kriteria minimal tentang

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada

tingkat program diklat pelayaran.

(21 Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi

diklat, standar proses diklat, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, serta standar sarana dan prasarana diklat.

(3) Lembaga diklat pelayaran dalam melaksanakan standar

pengelolaan diharuskan:

a. menyusun kebijakan dan Standard Operatirq

Procedure (SOP) PJJ Bidang Pelayaran;

b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis

dan program diklat yang selaras dengan capaian

pembelajaran lulusan;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan PJJ

Bidang Pelayaran;
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melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

kegiatan PJJ Bidang Pelayaran; dan

menyampaikan laporan kinefa program diklat dalam

menyelenggarakan pembelajaran melalui sistem

informasi manajemen pangkalan data Pusat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Laut.

Pasal 27

(1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 huruf h, mempunyai kriteria minimal tentang:

a. komponen dan besaran biaya investasi; dan

b. biaya operasional yang disusun dalam rangka

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(2) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, merupakan bagian dari biaya diklat pelayaran

untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan

pendidik, dan tenaga kependidikan pada diklat pelayaran.

(3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, merupakan bogian dari biaya diklat pelayaran

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan diklat

yang mencakup biaya pendidik dan biaya tenaga

kependidikan.

Pasal 28

(l) Kepa-la Pusat melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan penyelenggaraan PJJ Bidang Pelayaran pada

Perguruan Tinggi, Sekolah dan Balai dan Lembaga

Pendidikan dan Pelatihan.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud padas ayat (1) berupa

evaluasi pedoman penyelenggaraan PJJ Bidang Pelayaran

dengan mengikuti perkembangan teknologi, informasi,

dan komunikasi.

d

C
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Pasal 29

Pelaksanaan pengawasan dan hasil evaluasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28, dilaporkan kepada Kepala Badan

secara berkala atau pada saat diperlukan.

Pasal 3O

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal \7 t*rooa lozt

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

o
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Proses Bisnis Learning Management Sysfem (LMS)

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

NOMOR pF.ot /e/?4oM? - 2O2l

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

JARAK JAUH BIDANG PELAYARAN PADA PERGURUAN TINGGI,

SEKOLAH, BALAI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

U.jian

Belajar mandiri dan terstruktur

Dosen/lnstrukturbeserta d iklatSeleksi

lnput data (data
peserta, dosen, materi,
ujian, administrasi
pembelajaran) ke

Sistem
I
I
I
I
I
I
L Unit pengelola PJJ Bidang Pelayaranlwebmaster

['Eilgt

UB$

RDJO

I

Rekaman data kegiatan pembelalaran

(Presensi peserta dan dosen, daftar
nilai, tugas mandiri)

Sertifikasi LulurPendaftaran
diklat


